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ABSTRAK

Penelitian ini menjabarkan bahwa Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi N0.41/PUU-XV1/2018. Bermula dari pengajuan Uji Materiil
Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang dilakukan oleh pengemudi
ojek online ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan status dan kedudukan hukum ojek online
sebagai kendaraan penumpang namun pihak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak
permohonan karena menganggap motor bukan sebagai kendaraan yang aman untuk angkutan
umum. Atas kondisi demikian maka menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengemudi
Ojek Online, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor Peraturan Menteri 12 Tahun 2019 sepeda motor disebut sebagai kendaraan
yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan metode
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan bahan hukum primer
dan sekunder, baik peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur hukum
di bidang pengangkutan khususnya perlindungan hukum ojek online.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pertama, Ojek Online tidak termasuk kendaraan
pernumpang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XV1/2018, tetapi
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berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019
sepeda motor disebut sebagai kendaraan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Kedua, Perlindungan hukum pengemudi ojek online pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.
41/PUU-XVI1/2018 adalah pengakuan secara konstitusional hak ekonomi dan hak untuk
mendapatkan pekerjaan yang layak bagi setiap individu yang bertindak sebagai subyek HAM,
dan telah dijamin dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12
Tahun 2019 yaitu kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan dan kepastian
mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

ABSTRACT

This study describes that Legal Protection of Online Ojek Drivers After the Decision
of the Constitutional Court No.41 / PUU-XVI / 2018. Starting from the submission of
Material Test Article 47 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 carried out by online
motorcycle taxi drivers to the Constitutional Court regarding the status and legal position of
online motorcycle taxis as passenger vehicles, the Constitutional Court (MK) rejected the
application because it considered motorcycles not as a safe vehicle for public transportation.
For this condition, it creates legal uncertainty for Ojek Online drivers, so the government
issued the Minister of Transportation Regulation of the Republic of Indonesia Number 12
Ministerial Regulation Year 2019 motorbikes are referred to as vehicles used for the benefit
of the public

Research method that used as normative juridical research, using the method of
legislative approach and conceptual approach. With primary and secondary legal materials,
both applicable legislation and legal literature in the field of transportation, especially the
protection of online motorcycle taxi law.

The conclusion of this study is First, Ojek Online does not conclude on passenger
vehicles according to Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and
Transportation and Decision of the Constitutional Court No. 41 / PUU-XVI / 2018, but based
on the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM

12 Year 2019 motorbikes are referred to as vehicles used for the benefit of the community.



Second, the legal protection of online motorcycle taxi drivers after the decision of the
Constitutional Court No. 41 / PUU-XVI / 2018 is the constitutional recognition of economic
rights and the right to obtain decent work for every individual who acts as the subject of
human rights, and has been guaranteed in the Regulation of the Minister of Transportation of
the Republic of Indonesia Number PM 12 of 2019 namely certainty in obtaining
compensation in the event of an accident and certainty of obtaining employment social

security protection in accordance with statutory provisions.
Pendahuluan

Perkembangan tekhnologi membawa dampak yang signifikan pada dinamika hukum di
indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam mengakomodir
segala permasalahan hukum baik yang telah diatur maupun belum diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Kemajuan tekhnologi mempengaruhi aspek kegiatan ekonomi di
masyarakat yang menuntut kecanggihan dan kemahiran mengoperasionalkan media
tekhnologi tersebut. Contoh: kendaraan roda dua yang difungsikan sebagai ojek online,

seperti Perusahaan Go-Jek yang bergerak di bidang jasa transportasi online atau daring.

Adanya fenomena transportasi berbasis aplikasi online ini erat berhubungan dengan kegiatan
pengangkutan yang secara yuridis merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini jelas memberikan definisi tentang
pengangkutan. Namun Undang-Undang tersebut tidak memberikan gambaran yang jelas
mengenai transportasi yang bersifat online yang dihubungkan dengan Undang- Undang ITE

sebagai wadah aplikasi online tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan untuk menolak melegalkan ojek
online sebagai alat transportasi umum. Putusan ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi
(MK) melakukan uji materi perkara No. 41/PUU-XV1/2018 yang diajukan para pengemudi
ojek online. Namun pihak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan karena

menganggap motor bukan sebagai kendaraan yang aman untuk angkutan umum. Namun



meski demikian ojek online tetap dapat berjalan meski tidak diatur dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (Statute
Approach) dan Konseptual (Conceptual Approach). Pengertian Pendekatan Perundang-
Undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua
perundang — undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu
tentang Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

No. 41/PUU-XV1/2018.

Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach) ialah pendekatan yang beranjak
dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam
ilmu hukum penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-
konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman
akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis

dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Hasil

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat
serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib
dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing). Oleh karena itu, Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam Perkara Nomor 41/PUU-XV1/2018 yang menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya terhadap Pengujian Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung arti bahwa Pasal a quo tidak



bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bentuk permohonan uji materiil pengemudi ojek online pada Mahkamah Konstitusi sebagai
Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Dimana perlindungan hukum preventif ini, subyek
hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah
terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan
pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya
perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam

mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Di bandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum
yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenal
sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk
perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan
(inspraak). Di indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum
preventif. Dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XV1/2018. Didasarkan pada konstruksi berpikir
normatif yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan bahwa sepeda motor tidak dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf ¢, dan huruf d juncto Pasal 47 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bentuk perlindungan hukum bagi pengemudi Ojek Online Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 41/PUU-XV1/2018, Negara sesuai dengan fungsinya sebagai Negara yang

menganut faham Negara Kesejahteraan dan Negara hukum maka Negara wajib membentuk



peraturan perundang-undangan secara Lex Specialis dibidang Ojek Online dan jasa

transportasi online. Maka dengan dibentuknya Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor

yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat memberikan perlindungan bagi masyarakat

yang menjadi penumpang dan pengemudi ojek online secara khusus, sebagaimana diatur

dalam Pasal 16 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 4.

Kesimpulan

1.

Saran

Ojek Online tidak termasuk kendaraan pernumpang menurut Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor 41/PUU-XVI1/2018, tetapi berdasarkan Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan
Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan Untuk Kepentingan
Masyarakat sepeda motor disebut sebagai kendaraan yang digunakan untuk
kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum pengemudi ojek online pasca putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 41/PUU-XV1/2018 adalah pengakuan secara konstitusional hak ekonomi dan
hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi setiap individu yang bertindak
sebagai subyek HAM, dan telah dijamin dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan
Pengguna Sepeda Motor yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yaitu
kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan dan kepastian mendapatkan
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



1. Negara perlu mengatur kembali dan membentuk peraturan perundang-undangan Lex
Specialis terhadap Transportasi Online agar tercapainya suatu kepastian hukum dan
ketertiban hukum.

2. Perlu adanya pengawasan dari Dinas Perhubungan terhadap kegiatan Transportasi
Online dan Perusahaan Transportasi Online dibawah kendali pemerintah.

3. Kegiatan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan oleh
pemerintah dan Stake Holder khususnya Pihak Kepolisian Republik Indonesia.
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